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TENTANG KEPELABUHANAN

I. UMUM

Dalam rangka percepatan penyediaan infrastruktur kepelabuhanan
melalui peningkatan investasi di bidang kepelabuhanan guna
mendorong pembangunan nasional, perlu dilakukan perubahan
mengenai mekanisme pemberian konsesi kepada Badan Usaha
Pelabuhan melalui pelelangan yang diatur dalam Pasal 74 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan
menjadi melalui mekanisme pelelangan atau penugasan/penunjukan.
Dengan dilakukan perubahan terhadap ketentuan Pasal 74, maka
ketentuan Pasal 75 perlu dilakukan perubahan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1
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Pasal 74

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pemberian konsesi melalui mekanisme pelelangan atau
penugasan/penunjukan dilakukan baik untuk
pembangunan maupun pengembangan pelabuhan.

Ayat (2a)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “lahan dimiliki” adalah lahan
yang di bawah pemilikan atau penguasaan Badan
Usaha Pelabuhan.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Sanksi adalah pengakhiran perjanjian dalam hal
Badan Usaha Pelabuhan tidak melaksanakan
kewajibannya termasuk kewajiban memberikan
pelayanan jasa kepelabuhanan sesuai standar kinerja
pelayanan yang ditetapkan oleh Otoritas Pelabuhan.
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Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 75

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (1a)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kerjasama pemanfaatan adalah pengoperasian fasilitas
pokok dan fasilitas penunjang pelabuhan oleh Badan
Usaha Pelabuhan dalam jangka waktu tertentu dalam
rangka peningkatan penerimaan negara bukan pajak dan
sumber pembiayaan lainnya.

Ayat (3)

Dihapus.

Ayat (4)

Dihapus.

Pasal II

Cukup jelas.
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